
PARATTIRAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NONIOR 9 TAHUN 2OO2

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINST JAMBI
Nfrlrllflll n TAlrITN tnn| TENTANf] SIIn/rIlANflAN II/A ITRtlvltrvl\v lrltrur\ tvvt Mtrlrr!v uvlrlgaurvrr.r

PEMBANGUNAN PROPINSI (SWPP) JAMBI DARI SEKTOR
KEITUTANAN DAN PNRATURAN DAERAH PROPINSI
JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2OO1 TBNTANG SUMBANGAII

WAJIB PEMBANGUNAN PROPINSI (SWPP) JAMBI
DARI SUB SEKTOR PERKEBT]NAN

I}ENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

. G{IBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama ant&ra

Gubernur Jambi, Ketua DPRD Propinsi Jarnbi dengan
Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota
dalam Propinsi Jambi mengenai Pembagian PAD dari
Sektor Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan pada
tanggal 25 April 2002 di Jambi maka dipandang perlu
untuk mencabut Peraturan Daerah Propinsi Jarnbi
Nomor 8 Tahun 2001 --tentang Sumbangan Wajib
Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sektor

. Kehutanan dan Peraturan Daerah Propinsi .larnbi
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumbangan Wajib
Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sub Sektor
Perkebunan;
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Mengingat : l.

bahwa, pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Jambi
Nomor I dan Nomor 9 Tahun 2001 sebagaimana
tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
383e);

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Peraturan Pemerintih Nomor 22 Tabun 1975 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan ?engaturan Perkebunan
Besar Kepada Daerah (Lembaran Negara. Tahun 19?5
Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindturgan Hutan (Lembaran Negara Tahun 198i
Nolnol -iy i-

2.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan.Keuangan antara Perribrintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3S48);

4. Undang-undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang

5.
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7. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tenkng
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g 5Z);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan

dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Perat';ran Femerintah dan Rancangan Kepufusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70\

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAIilLAN RAKYAT DANRAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN IIAERAH PROPINST JAMBI 'IENTANG
PENCAB{TTAN PERATTIRAN DAERAH PROPINSI
JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2OO1 TENTANG-
STJMBANGAN WAJIB PENMANGTII{AN PROPINSI
(sl\"p) JAilIBt DARI SEKTOR KEHUTA"\AN DAI\-
PER{TIiRAI{ DAERAII PROPINSI JAIUBI NOMOR 9
TAHIIN 2OO1 TENTANG SUMBAIIGAN WAJM
PEMBANGTINAN PROPINSI (SWPP} JAMBI DARI. 
SUB SEKTORPERKEBTIFIAI{

Pasal I

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan
Daerah Propinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Sumbangan WEib Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi
dari Selrtor Kehutanan dan Peraturan Daerah Propinsi
Janbi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumbangan Wajib
Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sub Sektor
Perkebunan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatarmya dalam Lembaran Daerah propinsi
Jambi^

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juni2002

GTIBDRNTJR JAMBT

ttd

II. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan cli Jambi
Padatanggql 28 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAI{ PR.OPII{ST JAMBI

nd

H. A. CIIALIK SATEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI IAHLIN 2OO2 NOMOR 1

SERtr F] NOMOR 1
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